
PERATUIIiAN BUPATI KATINGAhI

NOMORT .9 TAHUN2012

TENTANG

PETUNJUK PELAK]SANAAN PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME

Menimbang : a.

Mengingat

b.

1.

BUIPATI KATINGAN,

birhwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2],Peraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomclr 3 Tahun 2010 tentang

P,ajak Reklatme;

bilhwa untul< memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a
di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggilraan dan

Pr3rnuflgutan Pajak Reklame.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002lenlang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaterr Seruyan, Kabupaten

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,

Kabupaten Gunung Mas, Kabup'aten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(L.embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA2 Nomor

1i3, Tambahan Lembaran Negara F{epublik lndorresia Nomor

4180);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 - tentang
Pemerintahian Daerah (Lembaran Negara Republik

lrrdonesia T-ahun 2004 Nomor 12:"5, Tambaharr Lembaran
Negara Relrublik lndonesia Nomor "t1437), sebagaimana telah

d ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

terntang Penetapan Peraturan Pemrsrintah Penganti Undanl3-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Undang-UnrJang Nomor 32 "fahun 2OO4 tentang

Pemerintahian Daerah menjadi Urrrlang-Undang (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Re,rpublik lndonesia Nomor

4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2ao8 tentang Perubahan l(edua atas

Undang-UnrCang Nomor 32 fahun 2044 tentang

Pemerintal'rian Daerah (Lembaran N,legara Republik lndonesia
Tahun 200i:i Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

lrrdonesia I'llomor 4844),

2.

;
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3,Undang-UndangNomor33-Iahun2004tentang
perimbangan k"r"ngan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik

lrrdonesia 
"Iahun 2oo4 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor zil438);

4. Undang-Un<lang Nomor 28 Tahuln 2ao9 tentang Pajak

Daerati dap Retribusi Daerah (Lennbaran Negara Republik

lrrdonesia 
"l-ahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
publik (Lembaran Negara 1tepublik lndonesia Tahun

2009 Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara Republik

lndonesia Nlomor 5038) ;

6. Undang-Unclang Nomor 12 -t-ahun 2011 Tentang

Pembentuk,an Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2olllrlomor82,
T,afrbahan Lembaran t*legara Republik lndonesia Nomor

5iia4;
7. P,3raturan Pemerintah Nomor 3t] Tahun 2OA7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintaharn antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/l(ota (Lembaran Negerra Republik lndonesia

T;ahun 200'7 Nomor 82, Tamberhan Lembaran Negara

Republik lnrlonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor s8t Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Le,rnbaran Negara Republik

lndonesia 'l-ahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nrlmor 4578);

g. Paraturan Pernerintah Nomor 39 Tahun 2AA7 tentang

Pengelolaan uang Negara/Daerilh (Lembaran Negara

RepuUlit< lrndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lr:mbaran llegara Republik lndonesia Nomor a738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 ll-ahun 2a1o tentang Jeni

Pajak Daeriah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala

Daerah Ateru Dibayar sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2A1O Nomor 153);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi

dian Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingarr (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2o1O tentang Pajak

Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun

2t111 Noma,r 3);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

terntang Perloman Tata Cara Pemungutan Pajak Dae;"ah;
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l5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997

terntang Prosedur Pengesahan Ptlraturan Daerah tentang

Pajak Daeriah dan Retribusi Daerah ;

16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 l'ahun 1999

terntang sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,

Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

Menetapkan :

ME:MUTUSKAN:
PER/ATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK

PEL/\KSANAI\N PENYELENGGARA/II\N DAN PEMUNGUTAN

PAJ/\K REKLIII\ME

BAB I

KETENTUAN UllfiUM

Pasal 1

Dalerm Peraturan Bupati ini yang dimah:sud dengan :

1. F'emerintahan Daerah adalah f]'enyelenggaraan urusan

F)emerintahr oleh Pemerintah Dae,rah dan DPRD menurut

eLsas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Flepublik lndonesia Tahun 1945;

2. Flemerintalrr Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. l)ewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adarlah Dewan Perwakilan [{akyat Daerah Kabupaten

lGtingan;

4. []upati adalah BuPati Katingan;

5. {iekretaris Daerah adalah sekrellaris Daerah Kabupaten

!(atingan;

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah

l(abupaterr Katingan;

7. tladan K.esatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan

l/lasyarakart adalah Badan Kesan.uan Bangsa Politik Dan

t'erlindungan Masyarakat Kabupateh Katingan;

8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum

l(abupaten Katingan;

g. i(as Daer'ah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten

l(atingan;

l0.lleklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang

rlibentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan



komersial,memperkenalkatt,menganjurkan,
nlempromosikan atau untuk menarik perhatian umum

tr:rhadap biarang, jasa, orang atau lbadan, yang dapat dilihat,

clibaca, diclengar, dirasakan danlatau dinikmati oleh umum

kecuali yang dilakukan oleh pemerirltah;

11.F'apan/Plal Reklame adalah tiaptiap alat reklame yang

t,:rbuat dari papan I plal colibrate, vinyl, alumunium,

fiberglass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau

b,ahan lairr yang sejenis dipasang pada tempat yang

c isediakan ( 
-berdiri 

sendiri ) atau digantung atau ditempel

ertau dibuart pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang
clan sebagtainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak

b,ersinar secara sedemikian rupa sehingga dapat dilihat
clengan jelias oleh umum;

12. Fteklame Papani PlauDinding aderlah reklame papan yang

brersifat tertap berupa gambar/tulisan yang terbuat dari

p,apan/plat colibrate, vinyl, alumunium, fiberglass, kaca,

t,aiu, tembok atau beton, logarn atau bahan lain yang

sejenis dipasang pada tempat ),ang disediakian ( berdiri

sendiri ) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada

b,angunan itembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya;

13. Fteklame Bando adalah rreklame papan yang

cliselenggarakan dengan menggunakan konstruksi

b,erbentuk bando melintang jalan yang tidak ada fasilitas

Lrmumnya;

14. Fleklame Nleon sign/Neon Box ad:llah tiap-tiap alat reklame

Flapan yang berupa gambar atetu tulisan yang bersinar

nraupun di::;inari menggunakan tenaga listrik;

15. Fleklame E:lillboard / Midi Billboard I Megatron i Videotron /
r_)ynamic u/all adalah reklame papan yang bersifat tetap,

nrenggunal,lan layar monitor br:rsar berupa program

reklame aliau iklan bersinar mauprun tidak dengan gambar

clan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah,
t3rprogrorfl dan menggunakan tenaga listrik;

16. F{eklame K,iain, adalah tiap alat reklame yang dibuat dari kain

yang dipas,;ang sedemikian rupa sehingga dapat ditihat jelas

oleh umurt;

'17. Fleklame L,ldara, adalah tiap alat reklame yang menggunakan
kralon di uclara, pesawar udara atar.r bahan lain yang sejenis;

18. Reklame {:luara adalah reklame yi2ng menggunakan suara

kraik langsung maupun rekaman yang dapat di dengar

lran$sun$ Oleh umum;

19. tleklame Elrerjalan, termasuk pada l<endaraan adalah tiap alat

reklame )/ang dipasang sedemil'iian rupa pada sarana

tertentu yeiing berg erak I berjalan t,rarmasuk yang dipasang /
clitempel piada sebagian atau seluruh bagian sarananya'

20. tteklame Peragaan, adalah tieap alat reklame yang

rnenggunakan aiat peraga atau derngan peragaan termasuk

llontes bus;ana;
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21. Fleklame lFilm, adalah reklame yang diadakan lewat
pemutaran film, baik berupa slide maupun merupakan
gtambar hicluP;

22. Fleklame l\/lelekat / sticker, adalah alat reklame berupa

kertas atar-r sticker yang dipasang /ditempelkan ditempat-

tempat tertentu untuk memperkenalkan suatu barang I

F'roduk;

23. Fleklame {lielebaran, adalah reklame yang menggunakan
surat-surat / gambar yang disebarkan sepanjang tidak
cliadakan ,Cengan memuatnya dalam majalah atau warta
1'rarian;

24. Fleklame Arputlg, adalah reklame yiang penyelenggaraannya
cliadakan diatas air di aliran sungai rlan laut;

25. F'enyelenglgara Reklame adalah pemilik reklame, pemilik

F,roduk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang

nrenyelengigarakan reklame baik untuk dan atas namanya
sendiri atau untuk dan atas nama plhak lain yang menjadi
tianggungannya;

26. F'erusahaan Jasa Periklanan ad;alah biro reklame yang

b,erbadan hukum yang bergerak dalam penyelenggaraan
reklame;

27. Siurat TagiFran Pajak Daerah Terhurtang Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat STPDTKEi, adalah surat untuk
nrelakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi
hrelupa bunga dan atau denda;

28. fiurat Ketertapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
$KPD, adalah surat yang digunakan untuk menetapkan
lresarnya jr.rmlah pajak yang telah ditetapkan;

29. Siurat Setr:ran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
$SPD, adarlah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang

t,:lah dilakukan dengan menggurrakan formulir atau telah
clilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
prembayaran yang ditunjuk oleh Ke;cala Daerah;

30. tiurat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
siTPD, aderlah surat untuk melakukan tagihan pajak danlatau
s;anksi adnrinistratif berupa bunga clan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUE}YEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nan"la Pajak Reklame dipungut Pajak atas
penrlelenggari:ran Reklame
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Pasal 3

(1) r)byek Prajak Relame adalah rsemua penyelenggaraan

lR.eklame, nneliPuti : --
il) Reklame Papan / Bilboard / Videotron / Megatron ;

b) Reklanre Kain;
r:) Reklarrre Melekat / sticker ;

ri) Reklanre Selebaran ;

r:) Reklante Udara / balon udara ;

l) Reklarrre Suara;
g) Reklame Berjalan;
tr) Reklarre Film / Slide ;

i) Reklarne Peragaan ;

j) Reklame APung.

(2) -l-idak ternrasuk sebagai obyek Pajiak Reklame adalah :

a) Penyelenggaraan Reklame melerlui internet, televisi, radio,
'warta hirian, warta mingguan, warta bulanan dan

sejenisnYa;
b) LabeUnl,erek produk yang melrekat pada barang yang

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari

produk s;ejenisnYa;
r;;'lrlama pengenal usaha atau profesi yang dipasang

meleka.l: pa-oa bangunan tempat usaha atau profesi

diselenSlgarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur

nama pengenal usaha atau profr:lsi tersebut;

11) Reklame yang diselenggarakarr oleh Pemerintah atau

Pemerintah Daerah;
r>)Penyele)nggaraanReklamelainnyayangditetapkan

dengan Peraturan Daerah'

Pasal 4

(1) lSubyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan
\/ang menggunakan reklame.

(2) ril/ajib Pajak Reklame adalah oran{J pribadi atau badan yang

rnenyelenl;garakan reklame.

(3) l)alam hal Reklame diselenggarakan sendjri secara

langsungolehorangpribadiatauBadan,WajibPajak
ttetitame erdalah orang pribadi atarr Badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga,

pihak ketiga tersebut menjadiWajib Pajak Reklarne'
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(1)

BAB II!

PERIJINITN DAN TATA CARA PHNYELENGGI\RAAN
REKLAME

Bagian Kesatu
PERSYARATAN PERIJINAN

Pasal 5

lSetiap penyelenggaraan reklame harus mendapatkan ijin

rjari Bupati melalui melalui Dinas Pendapatan Daerah.

l)enyelenglgaraan reklame di saranra / prasarana pemerintah

tnaupun yang di luar saranaiprasarana pemerintah
rlilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis
untuk rnendapatkan Rekomendasi Penyelenggaraan
lleklame klepada Bupati melalui l3adan Kesatuan Bangsa,

l)olitik dan Perlindungan Masyaraki,tt'

lrermohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame

r;ebagaimiena dimaksud ayat (2) clengan melampirkan :

ra) fotocopy KTPildentitas pemol'ron dengan menunjuketn
aslinya;

lr) fotocopy NPWP pemohon dengien menunjukan aslinya;
r:) fotocopy SIUP / SITU dengan menunjukan aslinya;

rJ) surat kuasa bermaterai clari pemohcln apabila
pengajurannya dikuasakan pada orang lain;

r:) konsep final materi reklame berupa rancangan naskah
reklame atau gambar reklame atau naskah dan gambar

reklamer;
1') gambar situasi titik reklame untuk reklame papan ukuran

sedang dan besar;

1g)fotocopy ljin Mendirikan Bangunan (lMB) bagi reklame
papan jenis billboard, baliho, neon box, multivision
ataupunr megatron yang dibangun dengan konstruksi
permanren dengan luas minim al 4 mz yang didirikan diluar
sarana/prasana milik Pemerintah Daerah.

lr) melamllirkan Surat Pernyataan Kesanggupan
menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat

r)

penyelernggaraan reklame;
melampirkan Surat Penyataan Kesanggupan untuk
memborrgkar sendiri reklame ycrng telah meleiwati jangka

waktu nlasa penyelenggaraannya;
melampirkan bukti lunas Ketetarpan Pajak Reklame yang
sebelurnnya jika mengajukan perpanjangan masa
penyelelnggaraan reklame;

(4) Untuk rnemperoleh gambar situasi titik reklame

sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, dilakukan
dengan cara mengajukan permolronan secara tertulis ke
Dinas Pekerjaan Umum dengan melampirkan:
a)fotocopy KTP/ldentitas pemohon dengan menunjukan

aslinya;
b) sketsa titik lokasi penyelenggarilan reklame;
c) desain <Jan tyPologY reklame;
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(5)

(6)

(7)

J)foto trerbaru rencana lokarsi penempatan reklame

ukuran',1 R;

e) gambar Konstruksi Reklame.
'tata cara dan persyaratan perngajuan ljin Mendirikan

lBangunan (lMB) sebagaimana dinraksud ayat (3) huruf f,
5esriai derngan ketentuan peraturan perundang-undangan
,1ang berlaku.

lReklame yang menggunakan lelmpu penerangan harus

rnemenuhii syarat teknis yang berlaku.

Format contoh Surat Pernrohonan Rekomendasi

Penyelenggaraan Reklame, Surat Pernyataan Kesanggupan
l[4enanggirng Kerugian, Surat Flernyataan Kesanggupan
UemOonglt<ai Sendiri dan Surat Permohonan Gambar
rsituasi ritit nemame tercantum pada Lampiran I sampai

,lengan Larmpiran lV Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

pen'yelenggariaan Reklame pada siarana / prasarana milik
pemerintah hatrus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

(1) Reklame yang dapat dipasang pada trotoar/bahu jalan

adalah rektame papan jenis midi billboard, billboard,

rnegatron, videotron, dynamic wall, baliho, neorl sign /neon

lcox dan reklame kain dengan ketentuan :

;a) ketinggian ruang bebas minimal 2,50 m untuk ukuran

reklame sedang dan 5,50 rn untuk ukuran reklame

besar;
b) kedalarnan pondasi untuk ukuriiln reklame sedang paling

sedikit 1,5 m, dan ukuran reklame besar paling sedikit

3m;
c) dipasarrg dalam posisi vertikal;
O) mbOia reklame paling luas SCI m2 untuk satu sisi dan

luas rnredia terpasang tidak boleh lebih kecil dari

konstrul<si Yang ada;
e) media rrsklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;

t) jarak penempatan antar neklame besar paling

dekat '150 m;

g) jarak penempatan antar reklame sedang paling

dekat '10 m;

h)jarak penempatan antar reklanne neon sign /neon box

kelompok Paling dekat 5 m;

i) media rekiame neon sign / neon box kelontpok paling

luas 4 mz untuk dua sisi;

Ii) jarak s{3mua jenis reklame dengan Alat Pemberi lsyarat

Lalu Lirrtas (APIL) paling dekat 5 m; dan

k) jarak antar reklame kain (umbul-umbul dan/atau
banner) paling dekat 4 m.

vertikal



, (2) lleklame yang dapat dipasang pada pada median jalan
adalah reklame papan jenis rnidi billboard, billboarci,
rnegatron, videotron, dynamic wal[, baliho, neon sign /neon
l:ox dengan ketentuan :

a) ketinggiian ruang bebas paling relndah 5,50 m;
i l:) kedalaman pondasi untuk r"rkuran reklame besar

1 Paling sedikit 3 m;
| (:) dipasanrg dalam posisi vertikal;

rJ) media reklame paling luas 50 m2 untuk satu sisi dan
luas nredia terpasang tidak boleh lebih kecil dari
konstrulrlsi yang ada;

e) jarak penempatan antar rcklame besar paling
dekat 150 m'

- l') jarak penempatan antar re,klame sedang paling
dekat 4.0 m;

1;)jarak penempatan antar reklarne neon sign /neon box
kelompok paling dekat 5 m;

lr) media r,eklame neon paling luas 8 m2 untuk dua sisi;

: ' fffilrlilTi''il' 
antar rekrarne neon sign /neon box

j) jarak semua jenis reklame dengan Alat Pemberi lsyarat
Lalu Lirrtas (APIL) paling dekat 15 m;

l<) jarak antar reklame kain (umbul-umbul dan/atau vertikal
banner) paling dekat 4 m.

(3) I?eklame yang dapat dipasang pada shelter/halte bus
adalah reklame papan jenis midi billboard, billboard,
rnegatron, videotron, dynamic wal[, baliho, neon sign lneon
box dengarn ketentuan :' 
ir, 

fl[i.r;;19 
natino tinggi 1,5 m derri basian bangunan yans

lr) konstru[<si menempel pada bangunan dan atau diatas
bangunan;

r:) media reklame tidak diperkenaLnkan menjorok ke badan
jalan;

rJ) media reklame tidak diperkenankan menutupi seluruh
bagian bangunan;

r:) media reklame tidak diperkenankan memotong garis
bangunan;

(4) lReklame yang dapat dipasang perda Pos Jaga Polisi/Pos
lPengawas; dan Gapura adalah reklame papan jenis
lcillboard, neon sign /neon broX, multivision dengan
l<onstruksi menempel bangunan dengan ukuran untuk satu
rsisi maksimal 3 m2 dan tidak rnelebihi garis bangunan

. ,serta men'ghilangkan estetika bangunan

(5) Reklame yang dapat dipasang pada Gelanggang Olah
Raga, Terminal, Pasar dan Tempat Rekreasi dan Hiburan
adalah rel<lame papan jenis billboard, baliho, neon box,

: [iP"1ii!'1,,J?I' ,[fi5*:":i["j' I'HI;''0,,1"X3[",.*?H3
peragaan.

(6) Reklame yang dapat dipasang pada lampu penerangan

ialan adalah reklame papan jenis neon box dengan ukuran
paling luar;2 m2 serta dipasang vefiikal.



Pasal 7

Pen,yelenggaraan Reklame diluar saranalprasarana milik

pemerintin harrus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

(.1) Irenempatan reklame di luar saranalprasarana pemerintah' rlilakukan dengan mengajukan ijin penyelenggaraan

reklame;

(2) ,Jenis rekl;ame yang dapat dipasarrg adalah reklame papan

jenis mirii billboard, billboard, megatron, videotron,
iJynamic lvall, neon sign /neon box, reklame kain jenis

r;pandul<, umbul-umbul, baliho, reklame selebaran, reklame
rnelekat, reklame suara, reklame film/slide, reklame udara,

reklame peragaan, reklame apung;

(3) lvledia reklame tidak boleh melebihi garis sempadan jalan

iatau batas pagar halaman banguruan;

(4) lleklame yang dipasang menempel bangunan tidak boleh

rnenghilangkan estetika bangunan dan garis bangunan;

(5) l(onstruksl reklame tidak boleh nlenembus atap gedung /
bangunan;

(6) lleklame \/ang dipasang di atas bangunan, ketinggiannya

tidak bolt,:h melebihi batas ketirrggian bangunan yang

r;udah ditentukan dan media reklame tidak boleh melebihi

garis bangrunan;

(7) l-uas kesreluruhan media reklame yang terpasang tidak
lroleh melebihi 4Ao/o dari luas bangunan yang menghadap
jalan;

(g) lReklame yang dipasang diatas tanah / bangunan di

lingkungarl perumahan, perkantoran dan perdagangan

l<etinggian ruang bebas minimal 5,50 m dengan

l<edalaman pondasi paling sedikit 4 m dengan ukuran

rnedia paling luas 50 m2 dan dipasang secara vertikal;

(9) lReklame yang dipasang di atas 50 m2 harus

rnemperhaltikan kondisi dan situasi lingkungan setempat.

Pasal 8

(1) Jarak be,bas pemasangan rel'Jame yang berdekatan
,Jengan jaringan PLN ditetapkan siebagai berikut:
a) Jiringan iegangan rendah ( 22A / 380 Volt ) jarak

horizontal 1,5 m dan jarak vertikal 2,5 m',

tc) Jaringan tegangan menegah 1 PH (204/3 lffolt) jarak

horizontal 2,5 m dan jarak vertikal 2,5 m; dan
c) Jaringan tegangan menengah 3 PH ( 20 l(/olt ) jarak

horizontal 3 m dan jarak vertikal 3 m.

(2) Semua penempatan media reklame dilarang

Ciselenggllrakan melintang di atas jaringan listrik;

(3) ,Apabila tiang konstruksi reklame terbuat dari bahan
konduktif rmaka harus dilengkapi dengan arde.
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Pasal 9

(1) lPenyelenggaraan reklame yang berisi himbauan layanan' ' 
,rruyurat<rli diperlakukan sama dr:ngan reklame biasa baik

1:ata cara prermohonan ijin maupun penempatan titik'

(2) lPenyelenggaraan reklame sebagelimana dimaksud ayat (1)
' ' sepinjrndi tiOat memuat reklame yang sifatnya komersial

l:idak dikenakan Pajak Reklame.

(3) lReklame sebagaimana dimaksud ayat (1) namun di

rjalamnya masih memuat reklame yang sifatnya komersial

1:etap dlkernakan pajak yang dihitung hanya pada ruang

rnedia yang diperuntukan untuk komersial dengan

l<etentuan maksimal 30% dari luas keseluruhan'

(4) lReklame sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat
rliberikan keringanan dan atau pernbebasan pajak'

(5) l:enyelenSlgaraan reklame y'ang hanya . memuat
' ' 

t<epemilikirn atau peruntukan ternah dengan ukuran tidak

rnelebihi o,5o ffi2, papan nama dengan ukuran tidak

rnelebihi 2 m2 dan lembaga formal yang bergerak di

bidang kesehatan dan pendidikan dengan ukurah tidak

rnelebihi 4 m2 tidak dikenakan pajak reklame sepanjang

berada di tanah/bangunan sendiri.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan reklame jenis urnbul - umbul kain harus

rnemenuhi ketentuan sebagai beri['iut :

;a) tidak m,erusak fasilitas kota;
tc; Oitempartkan di tempat yang sudah ditentukan;

r:) tidak diPaku di Pohon;
,l) tidak dihempatkan di pagar tamarr kota;
,rj tidak mi?nggunakan lampu penerangan; dan

t) jarak antai reklame umbul - umbul minimal 4 m'

t2) PenyelenStrgaraan reklame jenis umbul - umbul, vertikal

lcanner d;an atau x banner harus memenuhi ketentuan

rsebagai berikut:
a) tidak Ir el'uS?k fasilitas kota;

5) konstrul<si tidak Permanen;
o) tidak ditempatkan di pagar taman;

O) tiOat< menggunakan lampu p€Ii€rrarl$"n; dan
ejlarat< anrtai-reklame umbul - urnbul vertikal banner dan

atau X banner minimal 4 m'

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame jenis spancluk kain harus memenuhi

ketentuan sebagai berikut :

(1) ditempatkian pada panggung spartduk dan/atau tempat lain

yang ditentukan;

1L
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(2) tidak ditempatkan pada konstruksi jenis megatron,
billboard, pagar pemisah jalarn, pagar taman, pagar
rumah, pagar jembatan clan pada jembatan
penyebererngan orang (JPO);

tidak melintang jalan ataupun melintang sungai;

i:idak dipasang di tiang listrik ataupun tiang lampu

l)enerangern jalan; dan

rnenggunakan ukuran standar spanduk dengan ukuran
rnaksimal 'l mx6m.

(3)

{4)

(5)

(1)

{2)

Pasal 12

Pen,yelenggariaan reklame selebaran dilakukan dengan
car€r memberrikan stempel pengesahan / porporasi pada
setiep selebar'an reklame oleh Dinas Prandapatan Daerah.

Pasal 13

Reklame yang diselenggarakan di tanah/bangunan di luar milik
pemerintah d;aerah diperlakukan sama dengan reklame yang
diselenggarakan di tanah/bangunan rnilik pemerintah daerah.

Pasal 14

l)enyelenglgaraan reklame dengan luas media reklame diatas
,1 m2 dan dibawah 12 m2 dikategorikan sebagai reklame
ukuran serJang.
lPenyelenElgaraan reklame dengan luas media reklame diatas
12m2 dikartegorikan sebagai reklarne ukuran besar.

Pasal 15

(1) Penyelenggara reklame yang bermaksud merubah
materi reiklame dapat dilakukan dengan cara mengajukan
permohonan tertulis kepada Kerpala Dinas Pendapatan
Daerah;

(2) Perubahan materi reklame dilarang melebihi ukuran materi
reklame yang telah diajukan;

(3) Perubahan materi reklame hanya dapat dilaksanakan
setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendapatan
Daerah;

Pasal 16

(1) Masa Penyelenggaraan Reklarne hanya dapat berlaku
paling larna 1 (satu) tahun ataru 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Rekomendasi
Penyelenlltgaraan Reklame.

L2
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t2)

(3)

(4)

(1 )

(2)

Penyelenggara Reklame harus me,ngajukan permohonan ijin

;rerpanjanEan penyelenggaraan reklame iika bermaksud
tnelakukarr perpanjangan masa penyelenggaraan reklame.

l)erpanjangan masa penyelenggaraan reklame dilakukan
rJengan rrxemperhatikan ketentuan sebagaimana'dimaksud
;rada Pasatl 5.

lMasa berrlakunya Penyelenggarnaan Reklame tidak
rnengikuti Masa Pajak Reklame.

Pasal 17

l)emerintalr Daerah dapat menolak permohonan

lrenyeleng garaan reklame diluar sarana/prasarana
;remerintalh apabila menurut hasil evaluasi dan penilaian
1:idak menrenuhi persyaratan sebargaimana dimaksud Pasal
15 dan Parsal 6 dan membahaya[<an keselamatan umum,
bertentanE;an dengan norma kesopanan dan kesusilaan
r;erta estetika.

lPemerintah Daerah dapat melakukan pencabutan
lRekomendlasi Penyelengaraan F{eklame, pembongkaran
;atau penr-rrunan terhadap reklame yang telah terpasang
,lan atau menghentikan pernasangan reklame yang
sedang berlangsung apabila penyerlenggara reklame :

ra) tidak mr:rlunasi Pajak Reklame;
b) tidak mr+nempelkan plaVlabel yarrg ditetapkan Bupati;
r:) melalail<an kewajibannya dalam memelihara sarana

yang dipergunakan untuk pemasangan reklame,
sehing5ya mengganggu keselamatan umum;

,C) merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan tata letak
penempatan reklame;

a) meminclahtangankan ijin kepada pihak lain;
't) merubah konstruksi reklame yang tertuang dalam IMB;
g) berakhir masa penyelenggaraan dan atau tidak memiliki

RekomrEndasi Penyelengaraan Reklame; dan
h) konstrul<si tidak dibongkar setelah ijin berakhir.

Pasal 18

Setiap penyelenggara reklame berkerrtajiban untuk :

(1) memasanlg plaVlabel atau tanda lain yang telah ditetapkan
oleh Dinar; Pendapatan Daerah;

(2) memelihara dan merawat reklame agar sellalu dalam
keadaan baik;

(3) membongkar sendiri reklamenya setelah tlin berakhir;

(4) melunasi iPajak Reklame;

(5) mengasuriansikan konstruksi reklame terhadap
kemungkinan segala kerugian yang timbul sehagai akibat
penyel eng,tgaraan reklame;

(6) menanggung segala akibat kerugian yang timbul pada
pihak lain atas penyelenggaraan rr:lklame; dan

a\ \.\\



(7) memasang media yang bersifat himbauan layanan publik

apabila nrasih terdapat ruang kosong pada konstruksi
reklamenya.

Pasal 19

Penltelenggaril reklame dilarang menempatkan dan memasang

reklerme.

(1) pada persil-persil milik Pemerintalr yang digunakgn untuk
lcantor pemerintah;

(2) rfi tempat pendidikan/sarana penclidikan, tempat bangunan
l>ersejarahr atau kawasan monumental dan di depan Kantor
l)emerintah;

(3) pada pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan, pagar' 
iaman, ti;:rng telpon, tiang listrik, pagar halaman dan
r;ejenisnya;

(4) pada tanerrlh dan atau bangunan Lempat ibadah, termasuk

fagar hialaman terkecuali uttrtuk acr,ra seremonial
l<eagamaatr;

(5) grada jemlratan sungai dan jembatan jalan untuk semua
jenis rekliame besar, sedang maupun kecil termasuk
:;panduk dian umbul-umbul; dan

(6) rnelintang :sungai untuk semua jeniis reklame dengan ukuran
l)esar, setlang dan kecil termasuk spanduk dan umbul-

umbul.

Pasal 20

(1) l,enyelenggara reklame dapat diberikan keringanan' 
rapabila reklame yang terpasang untuk kegiatan
l<epentingiln sosial;

(2) l(eringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan

;raling banyak 30 o/o (tiga puluh persen).

(3) Pengajuan permohonan keringanan diajukan secara
l:ertulis oleh penyelenggara reklame kepada Bupati c.q.

l(epala Dirnas Pendapatan Daerah dan disertai dengan bukti
-- bukti yang sah.

(4) Penetaparr besaran keringanan dilaksanakan oleh Dinas

Pendapatcrn Daerah dengan selektif, obyektif dan
rinempertirnbangkan asas kepatutan dan kewajaran.
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(1)

BAB IV

TATA CARA PEMBONGKAIFTAN REKLAME

Pasal 21

Pencabutetn, pembongkaran, penutupan atau penurunan

;eklame diilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan

rataupun surat teguran terlebih dahulu;

lSurat Pemberitahuan, Surat Teguran dan Surat Pencabutan

lijin diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah ..setelah
lierkoordirrasi dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan

lrerl i ndung;an MasYarakat;

,A,pabila .calam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat

1:eguran tersebut netJm mematuhi ketentuan dan memenuhi

l<e-wajibanrnya, maka Pemerintah Daerah akan melakukan

lrembongk:aran;

lReklameyangtidakberijindapatdibongkartanpa
;oemberitahuan terlebih dahulu;

Pasal 23

Pelitksanaan pencabutan, pembon6lkaran, pe.ntltupan atau

penurunan relfdame dilakukan dilakulian Secara bersama-sama

oleh Dinas P,eindapatan Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa,

Politik dan Perlindungan Masyarakat'

(5) lDalam mellaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat

t.1)danayat(4),PemerintahDaerahtidakdapatdituntut
,ian tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan atau

kehilangarr reklame yang dibongkar;

Pasal 22

(1) Pelaksanaan pembongkaran rekleirme jenis papq! dan/atau

InegatronukuranbesarpadaprasaranaPemerintah
Daerah rnaupun non prasarilna Pemerintah Daerah

cilakukan dengan membuat giaris pita kuning dan/atau

imenutup nrediJreklame dengan llain Secara sebagian atau

keseluruhren dan/atau melepas media yang terpasang;

(2) Pelaksanalan pembongkaran reklalme ukuran sedang dan

kecil dilak.ukan dengan cara m€)motong konstruksi yang

ada;

(3) Pelaksanaan pembongkaran reklame jenis reklame

bersinar riapat dilakukan, dengiln eflra memutus aliran

listrik dan iatau memotong konstrul'isi yang ada;

(4) Pelaksanaan pembongkaran reklame kain, dilaksanakan

dengan ciira meniadakan / mencetbut reklame tersebut;

(5) Hasil pernbongkaran atau penurunan reklame yang

dilakukan olei Pemerintah Daerah menjadi milik

Pemerintarh Daerah.

(2)

(3)

(4)
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Pasal 24

(1) Pengawarian dan pengendalian 6renyelenggaraan reklame
dilakukan oleh Dinas Pendapatian Daerah berkoordinasi
dengan lladan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarak,at;

(2) Pengawa$an dan pengendalian penyelenggaraan reklame
sebagaimiana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam
bentuk:
a) Pembinaan;
b) Pemantauan;
c) Peringertan; dan
d) Penindakan / pemberian sanksi.

BAB V

DASAR F'ENGENAAN DAN TARIIF PAJAK REKLAME

Pasal 25

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa
Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri oleh orang
pribadi at;au Badan, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan
memperhiltikan jenis, bahan, lol<asi penempatan, waktu,

iangka pemasangan, jumlah dan ukuran media reklame.

(3) Nilai Sewa Reklame = Lokasiffitik Reklame + Media/Fisik
Reklame. Yang termasuk Lokasi/Titik Pemasangan Reklame
adalah :

- Lahanlkawasan tempat pemasangan;
- Sudut pandang (dalam radius telrtentu);
- Lebar jalan;
- KetingE;ian reklame.

Sedangkern yang termasuk fisik/media reklame adalah :

- Lama premasangan;
- Jenis Reklame;
- Ukuran media/satuan reklame;
- Bahan reklame;
- Harga satuan reklame (dapat dipersamakan dengan

biaya pembuatan reklame).

(4) Dalam harl Reklame diselenggarakan pihak ketiga, Nilai
Sewa Re'lklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak
wajar, ll*lilai Sewa Reklame ditetapkan dengan
mengguniakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

(5) Nilai Sewia Reklame terhadap pernasangan reklame di ruang
tertutup hanya diperhitungkan atas Media / Physik Reklame
saja.



(6) Perhitungan lndeks Untuk Masirtg-Masing lnelikator Nilai

Strategis l-okasi.

(7)Ukuran/SaltuanMediaReklame,BataslMasaFrekuensi,dan
Harga Satr-ran Reklame :

lilbel Ukuran/Satuan Mctlia Ft:lklan}g' F-atas/Masa
--@luanllcklamc

Billboa'd (ukuran

Megatron

Videoh on

Dynamic wall

Bando

Neon Slign/Neon

R.eklamer I
1) Spandt.tk

2) Umbul-u

Reklamrt

Reklamt:

Reklamr:

Reklamtl

Reklamt:

Reklamt:

Pasal 25

TarifPajakRelklameditetapkan21o/o(rTuapuluhlimapersen),

Lebar Skor
In-

deks

Keting-
gian (m) Skor

In-
deksNo, Karwasan Skor

In-
deks

Sudut
Pandang skor In-

deks
30o/o 20o/o 2Oo/o

Bobot 30r/o

10 3,0
Di atas

25,5
10 2,0 0-5 10 2,0

t. Kawasan Pemiagaan

Kawasan Taman Kota

I
9

3,0 Persimpangan 5

)a Persimpangan 4 :
6

2,4 ;23,5 - 26 9 L,8 5,5 - 10 €! 1,6

2

1,8 20,5-23 5 t,6 10,5 - 15 (; 1,2

3. Kawasan Rekreasi 8 2,4 Persimpangan 3

'17,5 - Z0 7 1,4 15,5 - 20 4 0,8

4. Kawasan Permukiman ,_

6

11 Jalan 2 arah 4

1,8

1,5

Jalan 1 arah z 0,5 I4,5 - 77 5 L,2 Di atas 20 2 0,4

5.
Kawasan
Sarana/Prasarana Umum

LL,s - L4 5 1,0
5. Kawasan Industri 5

8,5 - 11 4 0,8
Kawasan PelaYanan Publik 4 1)

5,5-8 3 0r6
B, Kawasan Perkantoran

Kawasan Pendidikan

3 0,9

2,5-5 2 0,4
9. 2 0,5

0-2 1 0,2
10 Kawasan [,ain-lain I 0,3

Nlo.

I

:[. Reklame t

a. Papan/

a. Midi Bil

b. Billboa

c. Megatr

d. Videotr

e. Dynan

f. Bando

g. Neon !

:2.

:3.

,f.

1) Spandt

2) Umbul

3) Baliho

15.

16.

'7.

i8.

Jenis ReklaLrne
Jangka Wal,rtu

/Frekuensiii
Ukuran / Satuan
Media Reklame

Harga liatuan
(Rro)

3. 4.

PaDan

Platl Dinding

lboard (ukuran sld L2l'i)
'd (ukuran di alras 12 ld )

wall

Box

I Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Jenistayangan/ ltahun

Jenistayangan/ltahun

Jenistayangan/ltahun

1 Tahun

1 Tahun

M,

M,

M2

M2

M2

tt
M2

M2

500.000

s00.000

1.000.000

2.000.000

2.500.000

1.500.000

1.000.000

500.000

Kain/Plastik/Mika

k

umbul

Selebaran

Melekat (Stiker)

rUdara

r Suara

l Peragaan

r Film/Slide

t hari

t hari

t hari

1 kali

1 kali

M2

l,l2

M2

Per 100 lembar

Per 100 lembar

2.500

2.500

3.000

2s.000

25.000

1 bulan

t hari

t hari

t hari

Per buah

Per buah

Per buah

Per buah

500,000

100.000

100.000

100.000
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BAB VI

UUILAYAH PEMUNGUTAN DAN C;ARA PERHITUNGAN
PAJAK

Pasal 27

(1) Pajak Terlrutang dipungut di wilayilh Kabupaten Katingan.

(2) Besarnya Pokok Pajak Terhutang dihitung dengan cara
ilnengalikan Tarif Pajak sebagaimerna di maksud pada Pasal
.26 dan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud
cada Pasal 25.

Pasal 28

Carir menghitung Pokok PalakTerhuteung :

Contoh
. Reklame jenis spanduk dipasiang pada lahan milik

Pemerintali Daerah di jalan Q, y'ang merupakan kawasan
pemukimerrn, dengan sudut pandarng 2 arah, lebar jalan 7,5

m, dengarr ketinggian 5 m dari perrnukaan tanah;
. Ukuran media reklame 12 Mt darr jumlah 1O buah, dengan

.iangka wal<tu selama 2 (dua) minggu,
. Harga satuan reklame sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima

ratus rupielh) per M2;
. Berapa bersarnya pajak reklame terhutang terhadap reklame

'lersebut ?

Lanqkah - larlqkah menohituno Pokoh.-Pgj.ak Tethulglg :

L tv{neitukan variabet Nilaisfrafegrs l-okasi berdasarkan Tabel
lndeks lndiikator Nilai Strategis Lctkasi
o Nilai Strategis Lokasi :

- Nilai F(awasan '. 2,1

- Sudut pandang 2 arah '. 1,2
- Kelas.ialan (lebar 7,5 meter) : 0,6
- Ketinggian (5 m dari tanah) '. 2,4
Variabet NSL adalah : 2,1 + 1,2 'F 0,6 + 2,A = {i,9

2. h4enentukan variabel NilaiSewa ReWame
. Nilai Sevva Reklame :

- Nilai {itrategis Lokasi : 5,9
- Ukurarr Reklame : 12M2
- Jangka waktu pemasangan : 2 (dua) rninggu
- Tarif tleklame . RP. 2.500,00 / buah
Variabel NSR adalah : 5,9 x 12 M2 x 14 hari x Rp.
2.500,001 = Rp. 2.478.000,00

3. lvlenentukan Pokok Paiak Reklame Terhutang :

= 25o/o x Rpr. 2.478.000,00
= Rp. 619.ti00,00
Karena jurnlah reklame yang akan dipasang sebanyak 10
(riepuluh) lcuah, maka Pokok Pajak Reklame Terhutang
adalah :

= 10 buah )( Rp.619.500,00
= Rp.6.191i.000,00

18



BAB VII

IUIASAPAJAKDANTATACARAI'ENETAPANPAJAK

Pasal 29

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang

meniadi iu""t Oagi'WijiU Pajak untuk menghitung, menyetof

dan melaPorkan Pajak Terhutang.

Pasal 30

(1) S;etiap pemohon Penyelenggara Reklame Wajib mengisi
' 'F,ormulii F,endaftaran dan Pendataarr Wajib Pajak yang

clisiapkan oleh petugas Dinas Perrdapatan Daerah dengan

nrengunakiln Formulir Pendaftaran dan dicatat pada Daftar

F'ormulir Pendaftaran dan Pendataan oleh Petugas

F'endataan I Pendaftaran.

(2) F'engisian Formulir Pendaftaran harus ditulis dengan benar
' c,leli Wajib Pajak dan diserahkan pada Petugas dengan

nrelampiikan bul<ti diri (foto copy) s;erta lampiran yang terkait

clengan pernyelenggaraan reklame'

(3) setelah Frormulir Pendaftaran diterima olelr petugas,

selanjutnya petugas pendataan mencatat data serta

nrenerbitkern Kartu Data dan Kartu I{PWPD'

(4) Flartu Data selanjutnya diserahkarn kepada yang petugas

p,enetapan untuk diproses penetapi'ln pajak'

(5) F:ormat For:mulir Pendaftaran Wajihr Pajak, dan Format Kartu

[)atatercantumpadaLampiranVsampaidenganLampiran
\/ll Peraturan BuPati ini'

Pasal 31

(1) Penetaparr Pajak Reklame berdelsarkan pencatatan Kartu\ / 
Data yanl;r dijerahkan oleh petugas pe1lataa1 dan oleh

petugas penetapan dituangkan clalam Nota Perhitungan

untu[ menghitung Pokok Pajak Terhutang WajibPajak yang

selanjutny,i fetrgas Penetapan menerbitkan SKPD atau

SKptiT ji-hr;ra ada tambahan Objek lPajak serta mencatat data

nasit peihitungan Pokok Pajak Terhutang Wajib Pajak pada

daftar SKPD.

(2) Pajak Reldame dipungut berdasi;arkan Penetapan Bupati

Kaiingan dalam bentuk SKPD, SKKPT, SKPDKB dan

SKPDKBI- dan ditandatangani olehr Pejabat yang ditunjuk.

(3) Apabila proses SKPD / SKPDT telah selesai ditandatangani
' ' 

maka sxpo / SKPDT dan Kartu NITWPD diserahkan kepada

wajib Paiak untuk dilakukan pembayaran ke Bendahara

Penerima.
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BAB VIII

TATA $ARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 32

(1) lPembayariln Pajak Terhutang harus dilakukan sekaligus.

(2) '/r/ajib Pai]iak melakukan pemberyaran Pajak_ Terhutang

rnelalui Elendahara Penerima prada Dinas Pendapatan
lDaerah atau Bank yang ditunjuk berdasarkan
rSKPD/SKPDKB dengan menggunakan SSPD sebagai
rsarana pernbaYaran.

(3) tPajak Terl'rutang dilunasi paling larmbat 15 (lima belas) hari

l<erja sejal< diterbitkannya SKPD/Sf(PDKB'

(4) rSXpO, SI(PDKB, Surat Keputr"rsan Pembetulan, surat
lKeputusart atas Keberatan, l:'utusan Banding yang

rnenyebabkan jumlah Pajak yang lrarus dibayar bertambah,

rnerupakan Dasar Penagihan Piljak dan harus dilunasi
,Jalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
,literbitkan.

(5) lFormat Formulir ssPD, SKPDKB tercantum pada Lampiran
'y'lll dan Lampiran lX Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

(1) Bendaharia Penerima atau Bank yang ditunjuk_ menerima
pembayaran Wajib Palakdengan rnenggunakan SSPD'

(2) ,Apabila proses pembayaran Pajilk telah dilakurkan SSPD

harus diberi tanda tangan oleh Elendahara Penerima atau

Bank yang ditunjuk serta Cap sebagai bukti sah

pembayaran.

(3) Jumlah pembayaran Pajak Terhutang disetorkan oleh

Bendaharia Penerima ke Kas Daerah sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tanggung jawab

Bendaharra Penerima.

(,4) Bilamana terdapat kendala dalelm hal komunikasi dan

transportasi, maka batas waktu penyetoran ditetapkan paling

lama24 (clua puluh empat)jam sejak tanggal penetapan'
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BAB IX

PEMBAYATmNDENGANANGSUR,ANDANPENU}IDAAN
PEMBAYARA,NI

Pasal 34

(1) Bupati nrelalui Kepala Dinas f:]endapatan Daerah atas

peimohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan

yang dit,:lntukan-dapai memberikan persetujuan kepada

WE'b Pajak untuk mengangsur a,[au menunda pembayaran

pajak.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukinn permohonan kepada

Ke[ala rDinas Pendapatan Daerah untuk melakukan
pembayelran Pajak Terhutang derlgan angsuran'

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menyetujui I
menolak permohonan Penyelerlggara Rek!9me setelah

melakukarn penelitian terhadap pelrmohonan wajib Pajak.

(4) Apabila permohonan angsuran disetujui, Wajib Pajak

membuatperjanjianangsurandandisampail<ankepada
Kepala Erinas PendaPatan Daerah.

(5) Pembayaran angsuran dapat dib,,erikan hanya 2 (dua) kali

angtrrit, dan paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKP

diterbitkarnr berdasarkan Pokok Petiak Terhutang'

(6) Apabila \Majib Pajak tidak memenuhi kewajibannya atau

karena lerlai membayar p$ak dikenakan bunga atau sanksi

20/o (duar persen) per bulan terhitung jatuh _tempo surat

perjanliarr pembayaran angsurarr dari sisa Pokok Pajak

Terhutang Yang belum disetor'

(7) Permohonan penundaan pembayaran pajak dapat disetujui

/ ditolak setelah diadakan penelitian oleh Dinas

Pendapartan Daerah sebagai <lasar dalam pemberian

pe rsetuj uran/Penol akan.

(8) Penundaran pembayaran setelah nrendapat persetujuan

dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah hanya {apat
diberikarr selama 1 (satu) bulan terhitung sejak surat
Penundaan diterbitkan.

(9) Apabila wajib Pajak tidak dapat melakukan penyetoran

setelah di[etapkan jatuh tempo surat penundaan
pembayetranWajibPajakdikelnakansanksi2a/a(dua
persen) dari Pokok Pajak Terhutelng.

(10) Pembayilran dengan angsuran dan penundaan

pembayarran disetoi melalui Belndahara Penerima pada

binas Perndapatan Daerah berdasarkan SKPD'
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BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 35

(1) Sepanjang tidak ada penambahetn pajak terutang selama
periode penyelenggaraan reklarne, SKPD Final sudah

Cianggap benar dan tidak perlu untuk diterbitkan SKPD
Rampung-nya.

(2) ,Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai
akibat dari hasil kegiatan pengawasan dan penertiban
reklame, Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD.

(3) Jumlah kekurangan Pajak Terhutang dalam STPD
sebagaimrana dimaksud pada ayal (2) ditambah dengan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
per bulan.

(4.) Formulir ISTPD tercantum pada Lampiran X Peraturan
Bupati ini.

Pasal 36

(1) Pajak Terhutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, Surat
Keputusarr Pembetulan, Surat Kt,:putusan atas Keberatan,
Putusan Elanding yang.tidak dibayar atau kurang bayar oleh

Wajib Pariak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat

Paksa.

(2) Penagiharr dengan Surat Paksa rlilaksanakan lcerdasarkan
ketentuan peraturan perundang-urrdangan.

BAB XI

PENGUR/\NGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK

Pasal 37

(1) Bupati rnelalui Kepala Dinas; Pendapatan Daerah

berdasarkan permohonan Wajib lPajak dapat memberikan
penguranlJan, keringanan dan pembebasan Pajak
Terhutang.

(2) Wajib Pajrak dapat mengajukan perrmohonan kepada Kepala

Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pengurangan,

keringanan dan pembebasan Pajal< Terhutang.

(3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
memperhiatikan kemampuan Wajib Pajak.
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(4)

(5)

Permohonan pengurangan, kerirrEanan dan pembebasan

purul Jre,at disetijui / 
-oltotak 

se{elah diadakan penelitian

olehDinasPendapatanDaeral.rsebagaidasardalam
pemberi arrr persetujuan/penolakan'

Atas perntohonan Wajib Pajak ratau karena jabatannya'

e'Glti melalui Kepala Dinai-Pendapatan-Daerah -dapat
membetulien SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD'

SKPDNatauSKPDLByangdalampenerbitannya
tenoapat kesalahan tulis danrlatau kesalahan hitung

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam

Peraturan Bupati tentang Petunjuk P-elaksanaan

Penyelenl)garaan dan Pemungrrtan Pajak Reklame di

Kabupaterr Katingan ini.

BAB XII

KEBERATAN DAN EIANDING

Pasal 38

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
' ' Bufiati me,lalui Kepala Dinas Pendapatan D-aergft-3tas suatu

S(PO, SKPDKB, SKPDKBT AtiAU STPD, SKPDN AIAU

SKPDLB atau Pemotongan atau pemungutan oleh pihak

ketiga.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia

dengan disertai alasan alasan yang jelas

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
' ' 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan

atau pemungutan-sebagalmana 'limaksud 
pada ayat (1)'

kecualijik;raWajibPajakdapatmelnunjukkanbahwajangka
waktu itu tida[ dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannYa.

(4) Keberatan dapat diajukan a.pabila Wajib Pajak telah

membayar. priing seojt<it sejunrlah yang telah disetujui

Wajib Pajak.

(5)Keberatanyangtidaknremenuhipersyaratan
sebagaim;rna Oimit<suO pada ayat ('1), ayat (2),. ayat (3)'

dan-ayat(4)tidakdianggapsebagaisuratKeberatan
sehingga tidak diPertimbangkan'

(6) Tanda penerimaan surat keberartan yang diberikan oleh

Bupatiat;aupejabatyangditunjul<atautanda.pengiriman
suiat kebr:ratan metatui Lurat pos tercatat sebagai tanda

bukti pent;rimaan surat keberatan'

I
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(1)

(2)

Pasal 39

Bupati merlalui Kepala Dinas Perrdapatan Dar:rah dalarn

.iangka wiaktu paling lama 12 (clua belas) bulan, sejak
tanggal Surat Keberatan ditr,rrima, harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya pajak yang terutang.

Apabila jilngka waktu sebagaimarna dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu
keputusarr, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkanr.

Pasal 40

Wajib Perjak dapat mengajukarr permohonan banding
hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan
mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia,
dengan aLlasan yang jelas dalarn jangka waktu 3 (tiga)

bulan sejark keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat
keputusarr ke beratan tersebut.

Pengajuarr permohonan banding menangguhkan
kewajibanr membayar pajak samprai dengan 1 (satu) bulan

sejak tanglgal penerbitan Putusan Eanding.

Pasal 41

(1) Jika perygajuan keberatan atau permohonan banding
dikabulkanr sebagian atau seluruhnya, kelebihan
pembayaran paiak dikembalilian dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dula persen) sebulan untuk
paling larna24 (dua puluh empat) bulan.

(2) lmbalan bunga sebagaimana dlimaksud pada ayat (1)

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
d iterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam harl keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak

berdasarhlan keputusan keberatan dikurangi - dengan
pajak y'iang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

(4) Dalam harl Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,

sanksi adrninistratif berupa dendar sebesar 50% (lima puluh
persen) sebagaimana dimaksurC pada ayat (3) tidak
dikenakanr.

(5) Dalam hi:rl permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sarnksi administratif berupa
denda sr=besar 100% (seratur; persen) dari jumlah

(3)

(1)

(2)

(3)
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pajak brerdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan

pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum

mengajukan keberatan.

(6) Formulir IsKPDLB tercantum pada Lampiran Xl Peraturan

Bupati ini.

BAB XIII

PENGEM I]ALIAN KELEBIHAN PIEMBAYARAN PAJAK

Pasal 42

(1) Atas kelebihan pembayaran parjak, Wajib Pajak dapat

mengajukanpermohonanpengelmbaliankepadaBupati
melalui Kispala Dinas Pendapatan Daerah'

(2) Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam' ' jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak

ditelimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayairan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus, memberikan kePutusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat' ' 
{2) dan ayat (3) telah dilanrpaui dan Bupati tidak

memberikian suatu keputusan, perrmohonan pengembalian
pembayaran pajak dianggap dlkabulkan dan SKPDLB

hrtrt diterbitkan dalam jangka vl'aktu paling lama 1 (satu)

bulan.

(4) Apabila wajib Pajak mempunyai hutang pajak, kelebihan' ' 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

it ) tangsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

hutang parjak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.sebagaimana' ' 
Oimiksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu

paling lanta2 (dua) bulan sejak clliterbitkannya SKPDLB'

(6) Jika penglembalian kelebihan perrrbayaran pajak dilakukan

setelah lerwat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas

keterlamb,atan pembayaran kelehihan pembayaran pajak

atau retritlusi.
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BAB XIV

KEDALUWARSA PEX{AGIHAN

Pasal 43

(1) Hak unlluk melakukan penagihan pajak menjadi

kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun

terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila

Wajib Pdak melakukan tindak piclana di bidang perpajakan

daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tertangguh aPabila :

a) diterbltkan Surat Teguran dan / atau Surat

Pakset, atau
b) ada prengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik

langsung mauPun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat Teguran dan surat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwansa penagihan dihitung sejak tanggal
penyamptlian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakueln utang pajak secara langsung sebagaimana' ' dimiksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak

dengan hlesadarannya menyatakan masih mempunyai

utan-g pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

(5) Pengakuarn utang secara tidak langsung sebagaimana' ' dimiksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

bemOayaran dan permohonan keLreratan oleh Wajib PajaK.

Pasal 44

(1) Piutang F,ajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak

untuk m€,lakukan penagihan sr,rdah kedaluwarsa dapat
dihapuskaln.

(2) Bupati nlenetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
pajak yiang sudah kedaluwarsar sebagaimana dimaksud

pada ayal (1).

BAB XV

KETENTUAN LAlt\l - LAIN

Pasal 45

(1) Seluruh lampiran yang tercantum pada Peraturan Bupati ini

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Peraturan BuPati ini.
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(2) ,Jika dikenrudian hari terjadi kekeliruan pada sebagian atau

rseluruh keltentuan dan atau sebagian atau seluruh formulir
rsebagaimetna tercantum pada lampiran lampiran

lperaiuran Bupati ini akan cliperbaiki sebagaimana

t'nestinya.

BAB XVI

KETENTUAN PENIUTUP

Pasal 46

Per;rturan Buprati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
perySundangan Peraturan Bupati ini derrganpeflermpatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapil<an di Kasongan
Pada lenggal, bl Januari 2012

BUPA TINGAN,

DUVIIEL RAWING

Diundangkan
Pada tanggal, tA

SEKRHTARIS DAERAH
KABUPATEN KAIINGAN,

CHRISTATITWO TA TEL LAD.]IU

BERITA DAEIRAH KAEIU PATEN KATI NGAN

,.N KA

L

TAHUN 201:2 NOMOR : 51

BAiSIAN HUKUM
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